
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f dan Pasal 116Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenPenajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4182);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5078);5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



- 2 -
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman PembinaanPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4578);9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan PembinaanPasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaandan Pemberdayaan Pasar Tradisional;13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Tahun 2004 Nomor 4);14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
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3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha Milik Negara (BUMN), atau BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasisosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkanbarang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi ataubadan5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuktujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataubadan.6. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapatdinikmati oleh orang pribadi atau badan.7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman, pelataran,bangunan bentuk Toko/Ruko/Kios/Los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepadapara pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.8. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, toko, kios, los,halaman atau pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakanuntuk pedagang.9. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan tetap berbentuk rumah dantoko yang dibangun di lingkungan pasar.10. Toko adalah sebuah bangunan tetap berpintu yang berdinding keliling dan sebagiandipergunakan untuk penyimpanan barang yang dibangun dilingkungan pasar.11. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling danberpintu yang dipergunakan untuk berjualan.12. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dindingkeliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.13. Pelataran adalah berupa lapangan pasar pusat perbelanjaan yang dapat dipergunakanuntuk berbelanja.14. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang disediakan olehpemerintah daerah kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasukpemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajibRetribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang olehwajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yangterutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.18. Surat Ketetapan Retibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapanRetribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalahsurat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusikarena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang tertuang atau tidakseharusnya tertuang.
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20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untukmelakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;21. Benda Berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan RetribusiDaerah (SKRD) yang diperporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran Retribusi.22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dansubjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajakkepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.23. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahanpenghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakanpemungutan Retribusi.24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SuratKeputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang BayarTambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayaratau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis,kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundan-undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat TagihanPajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap SuratKeputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolahdata dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhankewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah;29. Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untukmencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai NegeriSipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan pasar.
Pasal 3(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana,berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untukpedagang.
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(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayananfasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 4(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menikmatiPelayanan atau menggunakan fasilitas pasar.(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menikmati Pelayananatau menggunakan fasilitas Pasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganRetribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.
BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi JasaUmum.
BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6(1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan lokasi, luas atauklasifikasi tempat, jasa usaha, fasilitas di pasar dan kelas pasar yang digunakan.(2) Kelas pasar sebagimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :a. Kelas I;b. Kelas II; danc. Kelas III.(3) Kelas pasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan Kelas Pasar yang karenaperkembangan keadaan tidak sesuai lagi dalam klasifikasi sewaktu-waktu dapat berubahditetapkan dengan Keputusan Bupati.(4) Jenis tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a. Kios/toko/Ruko;b. Los; danc. Pelataran.(5) Luas tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas tempat yang digunakan ataudikuasai pengguna fasilitas dan jasa pelayanan pasar.
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkandengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biayabunga dan biaya modal.(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapanhanya untuk menutup sebagian biaya.
BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sesuai dengan tabel dibawah ini:
NO. JENIS RETRIBUSI TARIF

1 2 3

I Retribusi Menempati (Semua Kelas)1. Banguan Baru Rp. 3.000.000/tahun2. Rehabilitasi Rp. 2.000.000/tahun
II Kelas IRetribusi Sewa (Harian/Bulanan)1. Ruko/Toko Rp 2.500/hari atau Rp 60.000/bulan2. Kios/Kios Rumah Makan Rp 2.000/hari atau Rp 50.000/bulan3. Los Sayur/Penjual Ikan dan Daging/Los Warung Rp 1.500/hari atau Rp 35.000/bulan4. Toko Bertingkata. Lantai II Rp 2.000/hari atau Rp 50.000/bulanb. Lantai I Rp 3.000/hari atau Rp 75.000/bulan5. Pelataran/Rombong/Hamparan Rp 1.500/hari
III Kelas IIRetribusi Sewa (Harian/Bulanan)1. Ruko/Toko Rp 2.000/hari atau Rp 50.000/bulan2. Kios/Kios Rumah Makan Rp 1.500/hari atau Rp 35.000/bulan3. Los Sayur/Penjual Ikan dan Daging/Los Warung Rp 1.000/hari atau Rp 25.000/bulan4. Toko Bertingkata. Lantai II Rp 1.500/hari atau Rp 35.000/bulanb. Lantai I Rp 2.500/hari atau Rp 60.000/bulan5. Pelataran/Rombong/Hamparan Rp 1.000/hari
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1 2 3

IV Kelas IIIRetribusi Sewa (Harian/Bulanan)1. Ruko/Toko Rp 1.500/hari atau Rp 35.000/bulan2. Kios/Kios Rumah Makan Rp 1.000/hari atau Rp 25.000/bulan3. Los Sayur/Penjual Ikan dan Daging/Los Warung Rp 500/hari atau Rp 12.500/bulan4. Toko Bertingkata. Lantai II Rp 1.000/hari atau Rp 25.000/bulanb. Lantai I Rp 2.000/hari atau Rp 50.000/bulan5. Pelataran/Rombong/Hamparan Rp 500/hari
V Penggunaan Pelataran Pasar Untuk Bongkar Muata. Mobil 6 roda GUW 8 ton keatas Rp 10.000/sekali bongkarb. Mobil 6 roda GUW 0,5 ton keatas Rp 7.500/sekali bongkarc. Mobil 4 roda Rp 5.000/sekali bongkard. Mobil Kampas 10 roda besar Rp 15.000/sekali bongkare. Mobil Kampas 6 roda besar Rp 10.000/sekali bongkarf. Mobil Kampas 6 roda sedang Rp 7.500/sekali bongkarg. Mobil Kampas 4 roda Rp 5.000/sekali bongkar

Pasal 9(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan PeraturanBupati
BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah.
BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis,kupon, dan kartu langganan.(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurangmembayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiapbulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih denganmenggunakan STRD.(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan SuratTeguran.(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN RETIBUSI

Pasal 12(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupatisesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.(2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan retribusi harusdisetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalamjangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.(3) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukandengan menggunakan SSRD.(4) Tata Cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 13(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda buktipembayaran.(2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Bukti Penerimaan.(3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakanpelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempopembayaran.
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atausurat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15(1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak lunas dalam jangka waktusebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yangsejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggalsurat teguran atau surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis.(3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkandengan Peraturan Bupati.
BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi.(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 17(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabatyang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasanyang jelas.(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRDditerbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itutidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
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(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaanyang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaanpenagihan Retribusi.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonanpengembalian kepada Bupati.(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonanpengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusmemberikan keputusan.(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidakmemberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggapdikabulkan dan  SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaranRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang Retribusi tersebut.(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatanpembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusimelakukan tindak pidana di bidang Retribusi.(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidaklangsung.
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(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusidan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapatdiketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran danpermohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihansudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudahkedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur denganPeraturan Bupati.

BAB XV
PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 21Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitanlangsung dengan penyelenggaraan pelayanan pasar dan fasilitasnya.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasarpencapaian kinerja tertentu.(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB XVII

PEMERIKSAAN

Pasal 23(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan retribusi.(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:a. memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadidasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu danmemberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 24(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberiwewenang khusus sebagai Penyidik.(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporantersebut menjadi lengkap dan jelas;b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badantentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindakpidana di bidang Retribusi;d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindakpidana di bidang Retribusi;e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dandokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidanadi bidang Retribusi;g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempatpada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan ataudokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangkaatau saksi;j. Menghentikan penyidikan; dank. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidangRetribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
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(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat beritaacara tentang:a. Pemeriksaan tersangka;b. Pemasukan rumah;c. Penyitaan Benda;d. Pemeriksaan Surat;e. Pemeriksaan Saksi;f. Pemeriksaan ditempat kejadian.(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat PolisiNegara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undangHukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuanganDaerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerahmenyediakan dan melakukan Pelayanan Pasar
BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya danditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 28Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah KabupatenPenajam Paser Utara Tahun 2008 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajampada tanggal 17  Juni  2013
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. ANDI HARAHAPDiundangkan di Penajampada tanggal 17  Juni  2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. ABDUL ZAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 NOMOR 3.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Bahwa atas pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, PemerintahDaerah melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yangberpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Pemerintah Daerah berkewajiban untukmelakukan penyempurnaan pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar sesuai dengan Undang-Undang Retribusi Daerah yang baru tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi daerah danmasyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerahtentang Retribusi Pelayanan Pasar sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksuddiharapkan dapat meningkatkan mutu/kualitas pelayanan pasar kepada masyarakat sekaligusdiharapkan mampu berkontribusi besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup JelasPasal 2Cukup JelasPasal 3Cukup JelasPasal 4Cukup JelasPasal 5Cukup Jelas
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Pasal 6Ayat (1)Cukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Indikator penentuan kelas pasar, yaitu:1. Luas Lokasi Pasar;2. Kuantitas dan kualitas bangunan pasar ;3. Jenis pelayanan pasar;4. Orbitasi dari pusat Ekonomi;5. Jumlah pemanfaat Pasar ;6. Jumlah pelaku ekonomi.Ayat (4)Cukup JelasAyat (5)Cukup JelasPasal 7Cukup JelasPasal 8Cukup JelasPasal 9Cukup JelasPasal 10Cukup JelasPasal 11Cukup JelasPasal 12Cukup JelasPasal 13Cukup JelasPasal 14Cukup JelasPasal 15Cukup JelasPasal 16Ayat (1)Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikanpengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan pertimbanganteknis.
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Ayat (2)Cukup JelasPasal 17Cukup JelasPasal 18Cukup jelasPasal 19Cukup JelasPasal 20Cukup JelasPasal 21Cukup JelasPasal 22Cukup JelasPasal 23Cukup JelasPasal 24Cukup JelasPasal 25Cukup JelasPasal 26Cukup JelasPasal 27Cukup JelasPasal 28Cukup JelasPasal 29Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 15.


